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ABSTRAK 

Ketika Negara memberikan hak kepada orang atau badan hukum selalu 

diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA dan surat keputusan 

pemberian haknya. Karena itu Pemegang Hak dilarang menelantarkan tanahnya, dan 

jika Pemegang Hak menelantarkan tanahnya maka UUPA telah mengatur akibat 

hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan 

hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. 

Kriteria untuk menentukan tanah telah diterlantarkan, baik berdasarkan Hukum Adat, 

Hukum Islam, UUPA, PP No 36 Th 1998 maupun juga PP No 11 Th 2010 secara 

substansial adalah sama yaitu Obyek tanah terlantar meliputi hak atas tanah, Hak 

Pengelolaan dan tanah yang mempunyai dasar penguasaan atas tanah; Tanah-tanah 

tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 

keadaannya, atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya Oleh 

karena itu tanah harus dipelihara. Untuk menentukan apakah suatu bidang atau lahan 

tanah telah dinyatakan terlantar maka hanya menurut Hukum Adat digunakan kriteria 

jangka waktu tertentu. 

Landreform dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

khususnya petani yang tidak memiliki tanah. Secara yuridis pelaksanaan landreform 

di Indonesia didasarkan pada UUPA yang mengatur pembatasan pemilikan dan 

penguasaan tanah dan kemudian dijabarkan dengan Undang-Undang No. 

56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. implementasi Undang-

Undang ini belum efektif karena beberapa ketentuan berpotensi dilakukannya 

penyelundupan hukum untuk menghindari ketentuan pembatasan luas tanah pertanian 

serta kebijakan pendukung yang belum memadai. Pembagian hak-hak atas tanah 

menurut UUPA ke dalam Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 

Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan serta Hak-

hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas dan hak-hak yang 

sifatnya sementara, dimaksudkan untuk memberikan hak atas tanah berdasarkan 

peruntukkannya dan subjek yang memohon hak atas tanah tersebut. Akibat belum 

terlaksananya pembangunan atau penggunaan tanah tersebut sesuai dengan 

peruntukkannya, maka tanah yang bersangkutan dapat dianggap sebagai tanah yang 

diterlantarkan oleh pemegang hak. 

 

Kata kunci: Tanah terlantar, Negara, Akibat hukum, Penguasaan 
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ABSTRACT 

When the State grants the person or legal entity is always accompanied by the 

obligations set forth in the BAL and the decision letter granting rights. Therefore 

prohibited from abandoning their land rights holders, and if the rights holders to 

abandon their land, the BAL has set the legal consequences of the disappearance of 

the relevant land rights and legal termination and affirmed as the soil directly 

controlled by the State. Criteria for determining the land has been abandoned, both 

under Customary Law, Islamic Law, Agrarian Law, Government Regulation No 36, 

1998 and also No. 11, 2010 is substantially the same which includes wasteland 

Object land rights, land rights and management that have a basic mastery land; 

These lands are not cultivated, not utilized or not utilized in accordance with the 

circumstances, or the nature and purpose of the rights or basic mastery Therefore 

land should be maintained. To determine whether a field or farm land has been 

declared abandoned, the only criterion according to customary law used a specific 

period. 

Landreform is intended to improve the welfare of the people, especially 

farmers who lessland. Juridical implementation of landreform in Indonesia is based 

on UUPA restrictions governing the ownership and control of land and described by 

Act No. 56/Prp/ I960 on Agricultural Land Area Determination. implementation of 

this Act has not been effective because some provisions could potentially do to avoid 

smuggling law provision barring agricultural land and supporting policies that have 

not been adequate. Rights distribution on land follows UUPA into ownership, right of 

tenure by long lease, right to building, right of property, right leases, exploitation 

and right picks forest result with another rights doesn't belong in above mentioned 

rights and rights in character temporary, meant to give land right based on destine it 

and subject that request land right. consequence not yet doing development or land 

use as according to destine it, so land concerned can be assumed as land neglected 

by right owner. 
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Bab IV 

Kesimpulan dan Saran 

4.1. Kesimpulan 

1.  karakteristik tanah terlantar adalah : 

1. Harus ada pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek). 

2. Harus ada tanah hak yang tidak terpelihara dengan baik 

sehingga kualitas kesuburan tanahnya menurun. 

3. Harus ada jangka waktu tertentu. 

4. Harus ada perbuatan yang dengan sengaja tidak menggunakan 

tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.  

Berdasarkan UU PLTP penetapan batas minimum dan maksimum 

luas tanah pertanian serta redistribusi tanah baik dari tanah Negara 

maupun tanah kelebihan luas maksimum yang telah diambil alih 

pemerintah melalui pemberian ganti kerugian. Dasar kewenangan 

pemerintah dalam menetapkan batas maksimum dan batas minimum 

penguasaan dan pemilikan luas tanah pertanian adalah berdasarkan UUPA, 

UU PLTP dan PP No. 224 Tahun 1961, yang merupakan perwujudan dari 

ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.  

2. Perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah 

terlantar adalah adanya sertipikat hak atas tanah pemiliknya akan 

terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, serta 

mencegah sengketa kepemilikan tanah. Dengan terdaftarnya hak 

kepemilikan atas tanah seseorang warga masyarakat maupun badan hukum 
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oleh Negara dan dengan diterbitkan tanda bukti kepemilikan berupa 

sertipikat hak atas tanah, Negara akan memberikan jaminan keamanan 

terhadap pemilikan tanah serta agar dapat dimanfaatkan secara optimal. 

dalam melaksanakan kewajiban seorang subyek pemegang hak atas tanah 

harus dilandasi oleh itikad baik (te goede trouw). Perlindungan hukum 

terhadap penggarap tanah terindikasi terlantar hingga saat ini belum dapat 

kita temui secara khusus tertuang dalam sebuah peraturan tertulis yang 

diterbitkan sebagai undang-undang atau peraturan Menteri terkait, akan 

tetapi terdapat ruang bagi petani penggarap lahan kosong untuk mengelola 

tanah yang bukan miliknya dengan aman.  

4.2. Saran 

1.  Perlu segera ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang lebih 

detail mengenai penentuan kriteria suatu tanah dikualisir sebagai tanah 

terlantar apakah hanya memperhatikan normanya saja tanpa melihat hal-

hal yang secara khusus yang terjadi di lapangan. perlu segera diadakan 

sosialisasi agar masyarakat dalam artian yang luas bisa segera mengetahui 

akan adanya PP No 11 Th 2010, UU PLTP masih diperlukan dengan 

beberapa penyempurnaan sesuai kondisi masyarakat serta dengan 

memperhatikan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah. 

Penyempurnaan terhadap UU PLTP dapat dilakukan melalui revisi UU 

PLTP dengan memuat substansi pengaturan UU PLTP ini ke dalam RUU 

tentang Pertanahan. Ada pengaturan yang jelas, mengenai jangka waktu 
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yang tidak terlalu lama bagi suatu tanah sehingga tanah tersebut dapat 

dikatakan sebagai tanah yang terindikasi terlantar. 

2. Landreform harus dilaksanakan dengan kesiapan unsur-unsur pembaruan 

agraria yang lain. Redistribusi lahan di satu wilayah hanya akan 

meningkatkan kesejahteraan, jika disiapkan unsur-unsur lain seperti 

infrastruktur, bentuk-bentuk usaha yang akan dikembangkan oleh 

masyarakat, dukungan permodalan untuk usaha tani, serta teknologi dan 

pasar. Pemerintah, hendaknya mengkaji ulang perihal kewenangan di 

bidang pertanahan, apakah tetap ditentukan sebagai kewenangan 

pemerintah berdasarkan UUPA sebagai perwujudan Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945, atau dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atas dasar 

otonomi daerah. Karena itu perlu diadakan sinkronisasi norma antara 

UUPA dengan UU Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksananya, 

agar tercapainya tujuan penetapan batas maksimum dan minimum 

penguasaan dan pemilikan tanah pertanian. Perlu diterapkan pengenaan 

pajak progresif untuk bidang tanah keenam atau hak atas tanah selain Hak 

Milik dengan alasan sudah pasti tentu pemanfaatan tanah selain Hak Milik 

dipergunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan usaha tertentu. 

Pemegang hak atas tanah dapat bekerjasama atau memberikan hak kuasa 

untuk mengelola tanah yang dimiliki kepada pihak lainnya. Dengan 

adanya kerjasama atau pemberian kuasa dalam pengelolaan lahan kosong 

dapat mengurangi kesenjangan sosial serta konflik antara pemilik dan 

petani penggarap. Harus adanya lembaga peradilan khusus yaitu 
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Pengadilan Agrarian yang khusus menangani tentang sengketa peranahan 

dalam rangka dijalankannya program landreform.   
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